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Menulis Ulang Sejarah Nasional: 
Siapa Berkepentingan, Siapa
Terpinggirkan dan Dikorbankan? 

Siapa yang Menentukan Resmi atau Tidak?
→ Narasi resmi sering kali disusun oleh negara/penguasa, bukan oleh korban atau
masyarakat sipil.
→ Penggunaan istilah “tidak resmi” berisiko menghapus pengalaman traumatis
korban.

Politik Pengingkaran (Politics of Denial)
→ Penolakan terhadap kekerasan seksual massal adalah bentuk penghapusan memori
kolektif dan upaya pembungkaman kebenaran.
→ Ini bisa menciptakan budaya impunitas terhadap pelanggaran HAM.

Kekuasaan dalam Penulisan Sejarah
→ “Sejarah resmi” bisa menjadi alat legitimasi negara, bukan alat pencarian
kebenaran.
→ Jika tidak dikritisi, ia bisa terus melanggengkan narasi yang salah, sesat, eksklusif,
dan patriarkal.

Risiko dalam Proses Revisi Sejarah
→ Ketika wacana penulisan ulang sejarah mencuat, pernyataan seperti ini
menunjukkan bahwa pertarungan narasi masih sangat hidup — dan publik harus
waspada.



Cohen adalah salah satu pionir yang membahas
bagaimana negara dan masyarakat secara sistematis
menyangkal kekejaman atau pelanggaran HAM.

Ia membedakan antara:
Literal denial: menyangkal fakta terjadi.
Interpretive denial: mengubah makna kejadian.
Implicatory denial: mengakui kejadian, tapi
menyangkal tanggung jawab atau dampaknya.

Stanley Cohen - States of Denial (2001)



Literal denial → Terjadi saat pejabat publik menyangkal fakta pemerkosaan massal 1998, seperti pernyataan Fadli
Zon, yang menyebut kejadian tersebut tidak ada dalam sejarah resmi. Ini adalah bentuk penyangkalan atas fakta
dasar peristiwa.

Interpretive denial → Terjadi ketika negara mengakui bahwa peristiwa seperti Tragedi 1965 atau Mei 1998 memang
terjadi, namun narasinya diarahkan hanya pada aspek-aspek yang “netral” atau terlepas dari tanggung jawab negara.
Misalnya, 1965 dijelaskan sebagai akibat pengkhianatan PKI, tanpa mengelaborasi peran aktor negara dalam eskalasi
konflik. Atau, peristiwa Mei 1998 yang digambarkan sebagai hasil multifaktor global, tanpa membahas kekerasan
seksual sistematis dan penculikan oleh aparat.

Implicatory denial → Terjadi ketika negara mengakui ada peristiwa (seperti tragedi 1965 atau Mei 1998), tapi tidak
mengambil tanggung jawab untuk pemulihan korban, keadilan hukum, atau pelajaran publik. Pengakuan tanpa
tindakan adalah bentuk penghindaran tanggung jawab moral.

Jadi, dalam konteks Indonesia, semua jenis penyangkalan ini terjadi. Dengan demikian, hal ini membuat revisi sejarah
berpotensi menjadi instrumen baru untuk melanggengkan lebih banyak penyangkalan, jika tidak diawasi secara kritis.

Bagaimana dengan Konteks Indonesia?



Kepastian hukum Publik harus tahu dasar hukum dan prosedur revisi sejarah. Tanpa kepastian, wacana revisi bisa
dimanipulasi sesuai kepentingan politik.

Kemanfaatan Penulisan ulang sejarah harus membawa manfaat sosial: penyembuhan luka sejarah, pendidikan kritis,
pengakuan korban. Jika malah menimbulkan kontroversi baru atau luka lama, berarti prinsip ini dilanggar.

Ketidakberpihakan Negara tidak boleh hanya menonjolkan narasi elite atau pelaku kekuasaan. Harus ada ruang untuk narasi
korban, kelompok marginal, dan suara kritis.

Kecermatan Harus berdasarkan data sejarah, arsip, dan kesaksian yang tervalidasi. Proses yang terburu-buru berisiko
menghasilkan distorsi atau glorifikasi.

Tidak menyalahgunakan kewenangan Negara tidak boleh menjadikan sejarah sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan atau membungkam
kritik. Penyalahgunaan narasi sejarah = penyalahgunaan simbolik yang berbahaya.

Keterbukaan Proses revisi harus terbuka untuk partisipasi publik, terutama dari masyarakat sipil, akademisi, dan
komunitas korban.

Kepentingan umum Narasi sejarah harus melayani kepentingan seluruh warga negara, bukan segelintir penguasa. Harus
menguatkan demokrasi, bukan melanggengkan represi ingatan.

Pelayanan yang baik Negara wajib memberikan ruang belajar sejarah yang kritis, jujur, dan edukatif bagi warga , khususnya
generasi muda.

Penulisan Ulang Sejarah Menurut AUPB UU No. 30 Tahun 2014



Agenda Setting

Apakah ini kebutuhan publik atau agenda elite?

Agenda revisi muncul dari atas (top-down), bukan dari dorongan
publik atau komunitas korban. Fokusnya mengisi “kekosongan 26
tahun” dan digunakan negara sebagai alasan menyusun ulang
(KemenPAN-RB, 18/06/2024).

Formulasi Kebijakan

Siapa dilibatkan? Apakah ada akademisi independen,
sejarawan kritis, atau korban?

Proses tertutup, tidak partisipatif. Arkeolog dari tim penyusun (Harry
Truman) mundur karena tidak transparan dan tidak ilmiah (Tempo.co,
14/12/2021). Perspektif korban 1965 dan 1998 diabaikan (Tempo.co,
07/06/2024).

Adopsi Kebijakan

Apakah keputusan dibuat lewat proses legislasi atau dialog
publik yang terbuka?

Belum ada proses adopsi yang jelas baik dalam bentuk legislasi,
peraturan menteri atau lainnya. Pernyataan Menteri Kebudayaan,
Fadli Zon justru memperkeruh wacana publik (Tempo.co, 09/06/2024).

Proses adopsi belum jelas dan berisiko tidak akuntabel.

Implementasi & Evaluasi

Siapa yang mengawasi proses revisi dan isi kurikulum?
Adakah transparansi dan evaluasi?

Minim mekanisme evaluasi. Narasi negara berisiko dominan tanpa
kontrol publik. Dikhawatirkan akan menghasilkan glorifikasi kekuasaan
(BBC Indonesia, 27/05/2024).

Di Mana Proses Policy Cycle-nya?



Pendekatan terhadap Sejarah Kelam

Menghindari narasi penuh soal Pembantaian Nanking
dan sistem “comfort women” (budak seks militer).
Penganiayaan Katolik abad ke-16–17 (Misalnya: 26
Martir Nagasaki) jarang diangkat dalam sejarah resmi,
meski diakui oleh Vatikan.
Penulisan sejarah dikontrol ketat oleh negara.
Kritik dari China, Korea, dan komunitas HAM, serta
gereja internasional.

Implikasi
Minim refleksi sejarah, generasi muda kurang mengenal
tragedi masa lalu. 
Reputasi diplomatik terganggu (Asia Timur). 
Tidak membangun budaya pengakuan sejarah yang
inklusif, termasuk terhadap minoritas agama

Pendekatan terhadap Sejarah Kelam

Mengakui penuh Holocaust sebagai kejahatan
kemanusiaan. 
Pendidikan sejarah kritis di sekolah. 
Bangun museum, monumen, dan meminta maaf secara
resmi ke publik dunia dan korban. 
Memberikan pemulihan hak kepada korban dan
keturunannya.

Implikasi

Membangun budaya sejarah yang terbuka dan etis. 
Rekonsiliasi politik dan sosial lebih kuat. 
Mendapat penghargaan moral internasional atas
keterusterangan sejarah.

Pendekatan Negara Lain terhadap Sejarah Kelam

Jepang JermanVS



1.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama
Kementerian Kebudayaan, perlu melibatkan sejarawan independen,
akademisi lintas perspektif, serta komunitas korban seperti penyintas
1965 dan Mei 1998, termasuk organisasi masyarakat sipil yang selama ini
aktif dalam advokasi sejarah dan HAM. Proses ini harus tunduk pada
prinsip-prinsip dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun
2014) seperti keterbukaan, ketidakberpihakan, dan kepentingan umum,
bukan kekuasaan.

2.Komisi X DPR RI, sebagai mitra pengawasan, dapat menginisiasi
forum dengar pendapat terbuka dan mendorong agar naskah
sejarah tidak disahkan secara diam-diam. Sementara, tim penyusun
sejarah harus menyelenggarakan forum konsultasi di berbagai
wilayah, khususnya di daerah yang selama ini narasinya
terpinggirkan seperti Papua, Maluku, dan Timor. Proses ini
merupakan bagian dari tahap formulasi dan adopsi kebijakan dalam
policy cycle, yang seharusnya dijalankan dengan transparan dan
melibatkan masyarakat secara luas.

Rekomendasi Kebijakan



“Pendidikan yang hanya terdiri dalam mendengar dan
membaca teks yang sudah disediakan, tidak mungkin
membuat orang menjadi kritis.”

— Franz Magnis Suseno —
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